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DPRD Tanbu Targetkan 12 Raperda Selesai di Penghujung Tahun 2021 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalselpos.com/2021/12/24/dprd-tanbu-targetkan-12-raperda-selesai-di-penghujung-tahun-2021/  

 

Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) 

sudah disetujui DPRD Tanbu. “Insya Allah, pada penghujung akhir tahun 28 Desember 

2021 ada 2 Raperda yang akan kami setujui,” kata Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah 

ZA kepada kalselpos.com Kamis, (23/12/21) sore di ruang kerjanya. 

Dijelaskan H. Supiansyah, dari 10 Raperda yang sudah disetujui menjadi Perda, 

kemudian 4 diantaranya yaitu Perda Inisiatif. 

Untuk Perda inisiatif, yang pertama Perda Pengawasan Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup, kedua Perda Fasilitas Pesantren dan Beasiswa Santri, ketiga Perda 

Penyelengaraan Tempat Pelelangan Ikan, dan yang keempat Perda Pengembangan 

Ekonomi Kreatif. “Keempat Perda tersebut, telah disetujui DPRD Tanbu pada bulan 

November 2021,” jelas H. Upi sapaan akrab Ketua DPRD Tanbu. 

Kemudian, lebih lanjut lagi, Enam Perda dari pihak eksekutif juga telah di setujui, seperti 

Perda Penyelengaraan Kabupaten Layak Anak, Perda perubahan atas nomor 19 tahun 

2016 tentang perubahan susunan perangkat daerah, Perda penyelengaraan perpustakaan, 

Perda terkait Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. 

Perda Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah, (a) Perda nomer 4 tahun 2007 (b) Perda 

nomer 29 tahun 2007 (c) Perda nomer 6 tahun 2012 (d) Perda nomer 4 tahun 2014 (e) 

Perda nomer 1 tahun 2017. 

Dan, Perda terkait dengan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2021, Yang ke 

enam Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, “Adapun beberapa 

Perda yang tidak terlaksana berjumlah 3,” papar Ketua DPRD Tanbu 
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Sumber berita: 

1. https://kalselpos.com/2021/12/24/dprd-tanbu-targetkan-12-raperda-selesai-di-

penghujung-tahun-2021/, DPRD Tanbu Targetkan 12 Raperda Selesai di 

Penghujung Tahun 2021, 24 Desember  2021.  

2. https://mc.tanahbumbukab.go.id/2-raperda-telah-diputuskan-dprd-tanah-bumbu/, 

2 Raperda telah diputus DPRD Tanbu, 24 Desember  2021.  

 

Catatan Berita: 

Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 

(gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 

atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: 

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, 

Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal 

istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. 

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 

angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagai berikut: 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 

Bupati/Wali kota. 

 

Rancangan Peraturan Daerah 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah 

(gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah 

disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau 

Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali 

kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak 

tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali 

kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui 

oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda 

tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka 

Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan. 

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia) 

https://kalselpos.com/2021/12/24/dprd-tanbu-targetkan-12-raperda-selesai-di-penghujung-tahun-2021/
https://kalselpos.com/2021/12/24/dprd-tanbu-targetkan-12-raperda-selesai-di-penghujung-tahun-2021/
https://mc.tanahbumbukab.go.id/2-raperda-telah-diputuskan-dprd-tanah-bumbu/
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